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I.  UMUM 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 
mengatur bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan 
cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung oleh Wajib Bayar. Pasal 19 ayat 
(11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 
mendelegasikan ketentuan mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang diajukan oleh Wajib Bayar 
kepada Instansi Pemerintah. 

Dalam hal terjadi perbedaan penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar dengan yang ditetapkan oleh Instansi 
Pemerintah atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang berdasarkan hasil 
pemeriksaan dari Instansi Pemeriksa, Wajib Bayar diberi kesempatan mengajukan 
keberatan kepada Instansi Pemerintah. 

Apabila terdapat bukti baru yang diajukan oleh Wajib Bayar sebelum dikeluarkannya 
penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar, Instansi Pemerintah dapat 
meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan penelaahan dan penghitungan kembali. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Ayat (1) 
Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan paling lambat 3 (tiga) bulan 
sejak diterbitkan Surat Ketetapan, dimaksudkan agar Wajib Bayar mempunyai 
waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta 
alasannya. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Penjelasan dan alasan pengajuan permohonan keberatan antara lain 
perbedaan kurs, dan penentuan cut-off. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Surat tanda bukti pembayaran yang sah adalah surat tanda bukti pembayaran 
sebagaimana yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. 
 
 
 

Huruf d… 
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Huruf d 
Dokumen pendukung terkait lainnya antara lain laporan keuangan (neraca, 
laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan), Laporan 
Hasil Pemeriksaan, Surat Izin Usaha Pendirian Perusahaan. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
 
Pasal 6 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “melakukan penelitian” antara lain adalah meneliti atas 
kelengkapan, keabsahan, atau perhitungan yang disampaikan oleh Wajib Bayar. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “bukti baru” adalah dokumen pendukung pemeriksaan 
yang tidak dapat ditunjukkan oleh Wajib Bayar pada saat pemeriksaan 
berlangsung, antara lain surat tanda bukti pembayaran yang sah. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan 
tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Bayar. 

Ayat (7) 
Yang dimaksud dengan “penetapan yang bersifat final” adalah penetapan 
tersebut merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata 
Usaha Negara. Dengan demikian, apabila Wajib Bayar merasa kepentingannya 
dirugikan atas penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). 

 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
 
Pasal 10 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “pengakhiran kegiatan usaha” yaitu izin usaha berakhir, 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau 
pailit, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 

 

Pasal 11… 
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Pasal 11 
Kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang tidak 
dapat dialihhitungkan (offset) dengan kelebihan pembayaran Penerimaan Negara 
Bukan Pajak. 

 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
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